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Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat islam baik dari segi 
bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya, 
sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat 
Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah konsumen muslim. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dan pengawasan 
yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyediaan produk pangan halal yang 
beredar. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, untuk 
mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan terkait pangan halal dengan 
hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
sebagai pelaku usaha harus menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik 
sesuai dengan peraturan yang berlaku guna untuk memberikan pelayanan kepada 
konsumen untuk mendapatkan hak-haknya, serta pemerintah sebagai lembaga 
pengawas harus lebih mengoptimalkan tugasnya dalam mengawasi setiap produk 
pangan yang beredar di Indonesia. 
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Abstract  
Halal food is food that meets the Islamic Sharia both in terms of raw materials or 
additional ingredients used and how to produce them, so that these foods can be 
consumed safely by Indonesian people who are predominantly Muslim 
consumers. The purpose of this study is to find out how the legal protection and 
supervision carried out by the government for the supply of halal food products in 
circulation. The approach method used is empirical juridical, to study the 
application of legislation related to halal food with the results of interviews that 
have been conducted. The results of this study indicate that as businesses must 
carry out their duties and obligations properly in accordance with applicable 
regulations in order to provide services to consumers to obtain their rights, and the 
government as a supervisory institution must optimize its duties in overseeing 
every food product circulating in Indonesia. 
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1. PENDAHULUAN 
Seiring berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin 




pasaran dapat ditemukan beragam produk olahan dari berbagai bahan dasar, 
baik yang diproduksi pabrik makanan lokal maupun impor dari perusahaan 
asing. Bahkan sekarang banyak pembuatan makanan olahan yang bersifat 
kompleks dan makanan tersebut dibuat dari berbagai kandungan yang tidak 
semuanya jelas kehalalannya.1 
Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat islam baik dari 
segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya 
sehingga pangan tersebut dapat dikonsumsi oleh orang islam tanpa berdosa.2 
Mengenai produk halal, terdapat dua hal penting dan saling berkaitan satu 
dengan yang lainnya, yakni pertama mengenai sertifikat halal dah kedua 
mengenai label halal. Sertifikat halal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh 
LPPOM MUI setelah melakukan penelitian (audit) terhadap produk yang 
dihasilkan produsen dan dinyatakan tidak mengandung unsur-unsur yang 
mengharamkan (tidak mengandung babi, najis dan hal yang mengharamkan), 
sedangkan label halal adalah kewenangan Dirjen POM (Direktorat Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan) Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 
untuk memasangnya pada kemasan suatu produk.3 
Setiap produsen yang akan mencantumkan label halal harus memiliki 
sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal MUI, izin pencantuman 
label halal tidak akan diberikan pemerintah.4 Dalam UUJPH telah 
mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH) sebagai badan yang diberikan kewenangan untuk melakukan 
sertifikasi halal di Indonesia menggantikan LPPOM-MUI. BPJPH dalam 
melaksanakan kewenangannya akan bekerja sama dengan kementrian dan/atau 
                                                             
1 Rachmad Usman, 2004, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Jakarta: Djambatan, hal. 74. 
2 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, hal. 34. 
3 Yuli Dian Iskandar, Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Hal Pencantuman Produk Halal 
Oleh Peelaku Usaha (Studi Pada Produsen Pedagang Dalam Kemasan Di Kota Pontianak), 
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol. 2, No 2, 2015, hal.4. 




lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa 
Halal (LPH).5  
Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran 
eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih 
kuat. Oleh karena itu dalam rangka melindungi atau memberdayakan 
konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-
benar dapat dilindungi dan diberdayakan. Indonesia sebagai negara hukum 
dengan penduduk mayoritas muslim dan menjadi negara berpenduduk muslim 
terbesar di dunia maka menjadi tugas pemerintah untuk benar-benar 
melindungi kepentingan konsumen. Salah satu jaminan perlindungan hak 
konsumen muslim tersebut adalah jaminan produk halal yang akan mereka 
konsumsi dari produk barang atau jasa.6 
1. 1  Rumusan Masalah 
1.1.1  Bagaimana kesadaran masyarakat terhadap konsumsi makanan halal? 
1.1.2 Bagaimana perlindungan hukum oleh BPOM terhadap produk pangan 
halal yang beredar di masyarakat? 
1.1.3 Bagaimana peran lembaga pemerintah dalam melakukan pengawasan 
terhadap produk pangan halal yang beredar di masyarakat?  
1. 2  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.2.1  Tujuan Penelitian 
 Mengetahui gambaran umum mengenai perlindungan hukum dan 
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penyediaan 
produk pangan halal yang beredar. 
1.2.2 Manfaat Penelitian 
                                                             
5 Susilowati Suparto, dkk, Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi 
Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia, Mimbar Hukum Vol. 28, No. 3, 
Oktober, 2016, hal. 431. 
6 Ema Fatimah dan Siti Zailia, Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah 
RUUJPH (Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum 




 Bagi penulis sebagai media untuk menambah pengalaman dibidang 
penelitian dan menambah pengalaman apa yang menjadi fokus 
penelitian. Bagi pelaku usaha dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dan dasar yang objektif pengambilan keputusan dalam 
membuat dan mengembangkan pemasaran produk halal. Dan bagi 
peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta 
menjadi referensi dan dapat dikembangkan dalam penelitian lebih 
lanjut. 
2. METODE 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 
empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah 
penelitian dengan meneliti data sekunder dahulu untuk kemudian dilanjutkan 
mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.7 Jenis 
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan 
untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala 
atau kelompok terentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau 
untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala 
lain dalam masyarakat.8 Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan 
bagaimana perlindungan hukum oleh negara terhadap produk pangan halal. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan 
mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder yang berhubungan 
dengan perlindungan hukum terhadap produk pangan halal, wawancara secara 
langsung kepada lembaga Kepala LOKA POM Surakarta dan kuesioner 
dengan menyebar angket yang berisi beberapa pertanyaan kepada mahasiswa. 
Analisis data yang digunakan adalah logika deduktif untuk mengambil 
kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. 
Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
                                                             
7 Suratman dan H. Philips Dilah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 53. 





3.1 Kesadaran Masyarakat Terhadap Konsumsi Makanan Halal 
Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan, 84% dari 50 orang 
responden mahasiswa memperhatikan ada atau tidaknya label halal saat 
hendak membeli produk makanan. Sebab dasar pertimbangan mereka 
dalam membeli sebuah produk yaitu kehalalan, kualitas, komposisi, 
tanggal kadaluwarsa, rasa dan harga. Ada juga yang mengutamakan gizi 
dan segi kemasannya juga. 64% responden mengatakan bahwa menurut 
mereka apabila suatu produk makanan terdapat label halalnya akan aman 
dan sehat untuk dikonsumsi dan 74% responden menganggap bahwa 
sangat penting terdapat label halal dalam sebuah kemasan pangan. Karena 
mayoritas mereka beragama muslim dan sangat mengutamakan makanan 
yang dikonsumsinya adalah makanan yang halal sesuai dengan yang 
disyariatkan. Karena apabila bahan yang digunakan halal sudah terjamin 
keamanan dan kualitas mutunya, jadi aman untuk dikonsumsi. 
Sebenarnya kesadaran masyarakat dalam memilih produk makanan 
halal dari tahun ke tahun sudah mulai meningkat, meskipun juga masih 
banyak masyarakat yang mengabaikan. Seperti tingkat kesadaran dari 
kalangan responden mahasiswa sudah lumayan tinggi, karena banyak dari 
mereka begitu memperhatikan mengenai makanan halal yang hendak 
mereka beli. Banyak juga pendapat masyarakat yang salah mengenai 
produk makanan yang beredar sudah pasti bersertifikat halal. Karena 
apabila sebuah produk jika ingin mendapatkan label halal dan sertifikat 
halal haarus didaftarkan terlebih dahulu.  
3.2 Perlindungan Hukum Oleh BPOM Terhadap Penyediaan Produk 
Pangan Halal Yang Beredar Di Masyarakat 
Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan 
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang 




masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum.9 
Berdasarkan uraian pendapat ahli diatas memberikan pemahaman 
bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 
hukum dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan 
serta kepastian hukum. Hukum di Indonesia sendiri sudah memberikan 
perlindungan hukum kepada rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang 
dalam Alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, negara yang berkewajiban memberikan 
perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pada dasarnya 
perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk 
perangkat hukum. Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia 
salah satunya adalah terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen yang mencakup perlindungan terhadap 
barang dan/atau jasa. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa 
unsur yakni adanya perlindungan dari pemerintah kepada masyarakat, 
adanya jaminan kepastian hukum, adanya hak dan kewajiban antara 
produsen dan konsumen, serta adanya sanksi yang diberikan kepada pihak 
yang melanggar aturan. Dengan adanya unsur tersebut jelas dapat 
memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia.  
Namun perlindungan hukum yang diberikan pemerintah belum 
memadai dengan maksimal, karena seharusnya UUPK berkembang 
mengikuti zaman. Pemerintah juga memastikan adanya perlindungan 
hukum bagi konsumen  yang membeli produk makanan yang sudah 
kadaluwarsa, karena tidak dapat dipungkiri masih banyak produk 
kadaluwarsa yang beredar. Dan juga pengaturan mengenai tanggung jawab 
pelaku usaha dalam Pasal 19 UUPK mampu membuat pelaku usaha tidak 
melanggar, namun dengan lemahnya kedudukan konsumen dan konsumen 
malas meminta pertanggungjawaban, maka hal ini membuat masih adanya 
pelaku usaha yang melakukan usahanya dengan tidak benar. 
                                                             




Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 
Tentang Pangan, sudah jelas bagi seorang pelaku usaha berkewajiban 
untuk mencantumkan label halal dalam setiap kemasan pangan guna untuk 
melindungi hak-hak konsumen muslim. Karena masih ditemukan juga 
beberapa produk makanan yang beredar terkadang belum terdapat logo 
halalnya. Terdapat juga pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada 
produk pangan namun tidak mengajukan pemeriksaan terlebih dahulu 
kepada pejabat yang berwenang, tujuannya adalah agar produk tersebut 
laku dikarenakan masyarakat indonesia yang mayoritas beragama muslim 
akan memilih produk yang terdapat label halalnya. 
BPOM sebagai lembaga pemerintah yang betugas dalam bidang 
pangan memiliki salah satu fungsi yakni penindakan. Penindakan tersebut 
merupakan tindakan yang dilakukan dari pihak BPOM dalam melakukan 
proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dalam bidang pangan. 
Pelanggaran atau kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku usaha atau 
produsen yaitu seperti memproduksi atau menjual produk tanpa izin edar, 
produk yang dipasarkan sudah kadaluwarsa, mengandung bahan yang 
berbahaya dalam proses pembuatan produk, pangan mencantumkan 
khasiat sebagai obat dan labelisasi. Hukuman yang diberikan kepada 
pelanggar dapat berupa sanksi hukum, sanksi administrasi maupun 
penutupan sementara. 
3.3 Peran Lembaga Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan 
Terhadap Produk Pangan Halal Yang Beredar Di Masyarakat 
Perlindungan hukum terhadap produk pangan yang berdar di 
Indonesia mendapat pengawasan dari lembaga pemerintah yang 
berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Tugas 
utama dari BPOM sendiri adalah melakukan pengawasan terhadap produk 
pangan yang beredar dan memberikan izin edar suatu produk kepada 
pelaku usaha. BPOM memiliki tiga fungsi yaitu pengawasan, pembinaan 




merupakan suatu proses yang komprehensif, yakni mencakup pengawasan 
pre-marker dan post-market. Pre-market yaitu pengawasan yang dilakukan 
sebelum produk pangan mendapat izin edar dan diedarkan ke masyarakat, 
pengawasan tersebut dilakukan terhadap sarana produksi dalam rangka 
sertifikasi. Sedangkan post-market yaitu pengawasan yang dilakukan 
setelah produk pangan diedarkan, pengawasan tersebut dilakukan terhadap 
sarana produksinya untuk melihat apakah sarana produksi masih tetap 
melakukan praktik produksi sesuai dengan standart yang berlaku seperti 
pada saat produk tersebut belum memperoleh izin edar. 
Namun sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh BPOM kurang 
optimal, hal tersebut terjadi karena beberapa kendala yang dialami, 
diantaranya adalah banyaknya jenis atau ragam produk pangan yang 
beredar, keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, cakupan wilayah yang 
luas serta terlalu banyaknya sarana yang harus diawasi. Sehingga dalam 
hal ini BPOM dalam melakukan pengawasan menggunakan analisa resiko. 
Jadi BPOM sebagai lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi 
peredaran pangan di Indonesia melaksanakan tugasnya dengan cara 
melakukan pengawasan sebelum dan sesudah produk pangan beredar. 
Namun masih ditemukan juga beberapa produk yang sudah kadaluwarsa 
tetapi masih dipasarkan. BPOM seharusnya melakukan penyuluhan atau 
sosialiasi kepada para pelaku usaha atau distributor untuk menerapkan 
sistem distribusi yang baik dan sesuai melakukan monitoring secara rutin 
terhadap produk yang dijual. Hal tersebut guna untuk memastikan 
keamanan para konsumen serta tidak menimbulkan kerugian. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
1. Kesadaran Masyarakat Terhadap Konsumsi Makanan Halal 
Kesadaran masyarakat terkait produk makanan halal dari tahun ke 
tahun mulai meningkat, meskipun masih banyak yang mengabaikan. 




lumayan tinggi, karena banyak dari mereka yang memperhatikan 
kehalalan makanan sebelum membelinya. Agar kesadaran masyarakat 
terkait produk halal meningkat, pemerintah harus terus menerus 
melakukan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai media oleh 
berbagai pihak. 
2. Perlindungan Hukum Oleh BPOM Terhadap Produk Pangan Halal 
Yang Beredar Di Masyarakat  
Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 
hukum dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan 
serta kepastian hukum. Hukum di Indonesia sendiri memberikan 
perlindungan hukum kepada rakyat Indonesia sebagaimana yang 
tertuang dalam Alenia ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, negara yang berkewajiban 
memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Bentuk 
perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia salah satunya adalah 
terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen yang mencakup perlindungan terhadap barang 
dan/atau jasa. 
Namun perlindungan hukum yang diberikan pemerintah belum 
memadai dengan maksimal, seharusnya pengaturan mengenai tanggung 
jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 UUPK mampu membuat pelaku 
usaha tidak melanggar, namun dengan lemahnya kedudukan konsumen 
dan konsumen malas meminta pertanggungjawaban, maka hal ini 
membuat masih adanya pelaku usaha yang melakukan usahanya dengan 
tidak benar. Begitu juga dengan pengkhususan bagi restoran non halal 
agar tidak dijadikan satu tempat dengan makanan halal. Serta 
pemberian label “non-halal food” pada restoran yang menyajikan 
makanan tidak halal. 
Bentuk perlindungan hukum kepada konsumen terhadap produk 
maknan yang bersertifikat halal di msyarakat adalah dengan cara 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga 




mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang 
bersertifikat halal yang mereka perlukan. Kendala yang dialami 
pemerintah yaitu pelaku usaha yang memalsukan kehalalan produknya 
dan perusahaan yang tidak konsisten menjaga kehalalan produknya 
setelah disertifikasi.  
2. Peran Lembaga Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan 
Terhadap Produk Pangan Halal Yang Beredar Di Masyarakat 
Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap 
beredarnya produk pangan diatur dalam UU Pangan dan  UU JPH. 
Dalam UU Pangan pengawasan terhadap persyaratan keamanan pangan, 
mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan 
dilakukan oleh BPOM. Sedangkan dalam UU JPH, Pengawasan 
dilakukan  oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 
Kementerian dan/atau lembaga terkait. Dan sekarang BPJPH memiliki 
otoritas dalam penerbitan sertifikat halal dan logo halal. 
Berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
Halal dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya 
sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela 
menjadi wajib. Banyak sekali pro dan kontra akibat aturan 
diwajibkannya sertifikasi halal tersebut, banyak pedagang kecil dan 
pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang merasa 
keberatan untuk mengurus dan mengeluh terkait biaya. Serta kurangnya 
sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha terkait aturan baru yang 
membuat undang-undang ini belum berjalan dengan maksimal. 
4.2 Saran 
Sebagai konsumen terutama yang beragama muslim seharusnya lebih 
meningkatkan kesadaran diri terkait produk halal yang beredar. Sebagai 
konsumen yang baik harus cermat dan teliti sebelum membeli produk 
makanan, karena makanan halal adalah makanan yang disyariatkan oleh 




dengan peraturan yang berlaku juga mematuhi larangan-larangan yang 
telah ditetapkan. Salah satunya adalah dengan mencantumkan label halal 
pada setiap produk pangan yang diproduksinya, guna untuk menjamin 
hak-hak konsumen. Pemerintah juga harus mengoptimalkan dalam 
melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha maupun kepada 
masyarakat, agar pedagang-pedagang lokal juga mau melakukan sertifikasi 
halal untuk produk olahannya.  
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